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IV. Abstract 
The establishing of “The Function of Card for Overseas Workers 
(KTKLN) as the Legal Protection for Indonesian Blue-collar Workers and 
Craftsmen Employed Overseas (TKI)” as the title for this research is 
influenced by the ineffective function of KTKLN to give its role in law 
protection. KTKLN is being judged used only for the requirements tool for 
the workers. 
The problem formulation in this research concerns in how KTKLN works 
to protect the Indonesian Blue-collar Workers and Craftsmen Employed 
Overseas. The research methodology in this study is using the normative 
research which involving the qualitative data analyzed and using the 
deductive method to solve the problem formulation. According to the data in 
the research, KTKLN has a function as the identity card for the workers 
(TKI) that contains the documents related to the occupation or workers’s 
insurance that can used by the government to watch over or monitoring and 
protect the workers.  
The writer clearly suggests the government to keep up the means of 
protecting towards the workers because any police from KTKLN is not 
sufficient to solve the workers’s problems. In addition, the revision in Law 
No.39 of 2004 is highly needed. The workers should follow any procedure 
that has been established by the government in order to prevent the bad 
things that might happened further.  
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V. Pendahuluan  
A. Latar Belakang Masalah  
Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan 
kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 Alinea Keempat. Tenaga kerja sebagai warga negara 
Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana 
dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penempatan 
tenaga kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 39, bahwa tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang 
sama untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau 
di luar negeri. 
Pemerintah dalam memberikan pekerjaan dan penghidupan yang 
layak salah satunya dengan penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga 
kerja ke luar negeri merupakan perluasan kesempatan kerja ke luar negeri 
oleh pemerintah. Pemerintah mengupayakan perlindungan bagi para TKI 
di negara penempatan. Salah satu upaya pemerintah mengeluarkan 
kebijakan penerbitan (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) KTKLN bagi 
tenaga kerja Indonesia sebagai perlindungan hukum. Kartu Tenaga Kerja 
Luar Negeri yang difungsikan sebagai salah satu alat perlindungan bagi 
tenaga kerja Indonesia di luar negeri, faktanya tidak menemui 
keefektifannya. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dianggap oleh tenaga 
kerja Indonesia hanya sebagai syarat formalitas untuk diizinkan bekerja di 
luar negeri. Tanpa KTKLN, tenaga kerja Indonesia akan dianggap ilegal 
dan dilarang untuk berangkat ke luar negeri meskipun sudah memiliki tiket 
pesawat, visa kerja maupun paspor.  
Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) di beberapa negara 
tujuan tidak diakui keberadaannya. Meskipun tanpa KTKLN, TKI tetap 
dianggap legal selama memiliki paspor ataupun visa kerja di negara 
penempatan. Selain itu, Hukum Kebiasaan Internasional juga tidak 
  
 
 
 
 
mengakui adanya KTKLN sebagai syarat bekerja di luar negeri melainkan 
paspor dan visa kerja. 
B.  Rumusan Masalah  
Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimanakah fungsi Kartu 
Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dalam upaya perlindungan hukum 
bagi Tenaga Kerja Indonesia? 
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B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum bagi TKI 
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VII. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan mengenai fungsi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dalam 
upaya perlindungan hukum bagi TKI yaitu sebagai kartu identitas TKI yang 
bekerja di luar negeri. Kartu ini berisi tentang data-data TKI termasuk 
asuransi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaannya. 
KTKLN dibuat untuk menghindari pemalsuan identitas atau data TKI. Hal ini 
dimaksudkan agar pemerintah dapat secara jelas dalam memonitor keadaan 
TKI serta dapat memberikan kepastian perlindungan sesuai kepastian data 
yang ada. Beberapa perubahan yang ada dibandingkan sebelum adanya 
KTKLN, yaitu untuk TKI informal yang mudah terkena kasus karena tidak 
diawasi langsung oleh pemerintah menjadi lebih termonitor melalui 
perpanjangan paspor yang dilakukan, penelusuran hilangnya kontak lebih 
mudah, setiap permasalahan yang menimpa TKI jauh lebih mudah ditangani, 
serta informasi mengenai WNI yang bekerja di luar negeri menjadi lebih 
banyak diketahui.  
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